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THE IMPLICATION OF DOUBLE CERTIFICATE DISPUTE 
RESOLUTION THROUGH COURT AGAINST THE MAINTENANCE OF 
LAND REGISTRATION DATA IN LAND OFFICE OF SEMARANG CITY 

(A Case Study Of Supreme Court Ruling Number 3001 K/Pdt/2010) 

By : Sisca Skisa 

Abstract 

Supreme Court Ruling number 3001 K/Pdt/2010 was a court that ruled civil case 
between H. Asmuin and H. Abdul Jamil (Plaintiff) against Sopiah and friends 
(Defendants) and has had permanent legal force. This ruling ruled case concerning land 
ownership since on the case object published 2 (two) certificates of Freehold Title i.e. 
number 56 and number 768. The case object was a land located at Tambakaji village, 
Ngaliyan sub district, Semarang city. One of the ruling essentially stated that the 
certificate of  Freehold Title  number 768 did not have any legal force. The ruling was 
implied on the implementation of land administration because it was a basic for 
certificate cancellation and maintenance of land registration data. The maintenance of 
land registration data was conducted not only to meet the puposes of land registration 
but also to meet the land registration up-to-date principle.  

The purposes of this research were to discover the cause of overlapping of 
Freehold Title of certificates i.e. number 56 and number 768; and the implication of 
Supreme Court Ruling Number 3001 K/Pdt/2010 on the implementation of 
administration action conducted by the Land Office of Semarang City . Research 
method used in this research was juridical normative and juridical empirical research 
method with statute and analysis approach. Legal materials both primary and secondary 
as well as non legal material were collected and processed to be analyzed and drafted its 
conclusion to answer problem formulation in this research. 

Based on research and analysis result, then it can be concluded that: first, factors 
that has become the cause of overlapping of Freehold Title of certificates i.e. number 56 
and number 768, were bad faith from the seller, land data at village office that was not 
up to date and unavailability of registration map when the certificate was published; and 
second, the implication of Supreme Court ruling No. 3001 K/Pdt/2010 on the 
implementation of administration action conducted by the Land Office in Semarang 
City was the existence of court ruling that has had a permanent legal force, therefore it 
became a basic for the issuance of Cancellation Verdict of the certificate of Freehold 
Title Number 768 by the Head of National Land Office Regional Province of Central 
Java, which further it was followed up with the maintenance of land registration data.  
The cancellation certificate of Freehold Title Number 768 that was not recorded in the 
registers, was causing the failure in fulfilling up to date principles and land registration 
purposes.  

 
Key Words: Double Certificate, Court Ruling that has had permanent legal force, 
Maintenance of Land Registration Data, Up-To-Date Principles 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar 

Pokok- Pokok Agraria (UUPA) memberikan amanah bagi pemerintah untuk 

melaksanakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam 

rangka memberikan jaminan kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah. 

Amanah tersebut oleh pemerintah ditindaklanjuti dengan menerbitkan Peraturan 

Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah (PP No. 10 Tahun 

1961), yang kemudian disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 

Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (PP No. 24 Tahun 1997) dan peraturan 

pelaksananya yakni Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan 

Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan 

Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (PMNA/KBPN No. 

3 Tahun 1997). 

Salah satu kegiatan pendaftaran tanah adalah pemberian surat tanda bukti 

hak yakni sertipikat hak atas tanah. Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA menyatakan 

bahwa sertipikat hak atas tanah sebagai alat pembuktian yang kuat. Menurut Maria 

S.W. Sumardjono,1  sertipikat merupakan tanda bukti hak yang kuat, artinya harus 

dianggap benar sampai dibuktikan sebaliknya di pengadilan dengan alat bukti yang 

                                                           
1Maria S.W.Sumardjono, Kebijakan Pertanahan antara Regulasi dan Implementasi. 

Cetakan Kelima (Edisi Revisi), Jakarta: Kompas, 2005,hlm.206 
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lain. Boedi Harsono2 mengungkapkan bahwa surat tanda bukti hak itu berlaku 

sebagai alat pembuktian yang kuat. Keterangan-keterangan yang tercantum di 

dalamnya sebagai keterangan yang benar, selama dan sepanjang tidak ada alat 

pembuktian yang lain yang membuktikan sebaliknya. Hal yang demikian maka 

pengadilanlah yang akan memutuskan alat pembuktian yang benar.  

Pasal 32 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997 menyebutkan bahwa sertipikat 

merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat 

mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik 

dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku 

tanah hak yang bersangkutan. Pemberian kepastian hukum hak-hak atas tanah 

berupa sertipikat memuat kepastian data yuridis dan data fisik bidang tanah.3 Maria 

S.W. Sumardjono4 menyatakan bahwa dengan memiliki sertipikat maka kepastian 

hukum berkenaan dengan jenis hak atas tanah, subjek hak dan objek haknya 

menjadi nyata. Senada dengan hal tersebut, Rusmadi Murad5 berpendapat bahwa 

jaminan kepastian hukum merupakan kepastian perlindungan hukum terhadap 

hubungan hukum dan perlindungan terhadap pelaksanaan kewenangan haknya 

sehingga setiap hak atas tanah dituntut kepastian mengenai subjek, objek serta 

pelaksanaan kewenangannnya. 

                                                           
2Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok 

Agraria, Isi dan Pelaksanaannya,Jilid I, Edisi Revisi, Cetakan Keduabelas, Jakarta: Djambatan, 
2008, hlm. 478. 

3Data fisik adalah keterangan mengenai letak, batas dan luas bidang tanah dan satuan rumah 
susun yang didaftar termasuk keterangan mengenai adanya bangunan atau bagian bangunan di 
atasnya. Data yuridis adalah keterangan mengenai status hukum bidang tanah dan satuan rumah 
susun yang didaftar, pemegang haknya dan hak pihak lain serta beban-beban lain yang 
membebaninya. Lihat dalam Pasal 1 angka 6 dan 7 PP No. 24 Tahun 1997. 

4Maria S.W.Sumardjono, loc.cit. 
5Rusmadi Murad,Menyingkap Tabir Masalah Pertanahan, Rangkaian Tulisan dan Materi 

Ceramah, Bandung: Mandar Maju, 2007, hlm. 75 
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Penerbitan sertipikat hak atas tanah seringkali membawa akibat hukum 

tidak hanya bagi pemegang hak atas tanah tetapi juga bagi pihak-pihak yang merasa 

kepentingannya dirugikan, akibat terbitnya sertipikat hak atas tanah tersebut. 

Perselisihan yang terjadi sering dibawa ke pengadilan untuk menyelesaikan perkara 

tersebut. Berbagai fakta baik hasil penelitian maupun kenyataan yang terjadi di 

masyarakat menunjukkan bahwa sertipikat hak atas tanah belum sepenuhnya 

memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang 

hak atas suatu bidang tanah. Sertipikat masih menghadapi kemungkinan adanya 

gugatan dari pihak lain yang merasa memiliki hak atas tanah tersebut, sehingga 

apabila dapat dibuktikan secara hukum bahwa ia adalah pemilik yang sebenarnya, 

maka sertipikat hak atas tanah dapat dibatalkan.6  

Sebidang tanah yang telah terdaftar pada dasarnya hanya diterbitkan satu 

sertipikat hak atas tanah sebagaimana prinsip “Satu Sertipikat, Satu Bidang Tanah 

dan Satu Kepemilikan” yang disampaikan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional 

Republik Indonesia (BPN RI) dalam sambutannya pada acara penyerahan sertipikat 

tanah tahun 2013 di Provinsi Sulawesi Selatan.7 Kenyataan yang sering terjadi 

bahwa atas satu bidang tanah terbit lebih dari satu sertipikat sehingga menyebabkan 

tidak ada kepastian hukum terhadap bidang tanah tersebut. 

Kantor Pertanahan Kota Semarang sepanjang tahun 2014, menerima 

pengaduan sengketa dari masyarakat sebanyak 72 kasus dengan rincian 26 kasus 

overlapping antara sertipikat dan sertipikat, 16 kasus overlapping antara sertipikat 

                                                           
6A.P. Parlindungan, Pendaftaran Tanah Di Indonesia, Bandung: Mandar Maju, 1999,hlm. 

127.  
7 http://www.bpn.go.id/Publikasi/Pidato-Kepala-BPN-RI/sambutan-kepala-badan-

pertanahan-nasional-republik-indonesia-3538 diakses pada tanggal 19 Januari 2015 pukul 17.37 
WIB 
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dan alat bukti lainnya serta sisanya 30 kasus lainnya terkait sengketa waris, jual beli 

dan sebagainya. Perkara pertanahan yang ditangani tahun 2014 sebanyak 125 

perkara dengan rincian 94 perkara di Pengadilan Negeri dan 31 perkara di 

Pengadilan Tata Usaha Negara.8  

Beberapa gugatan mengenai kepemilikan hak atas tanah yang telah 

bersertipikat, dikabulkan oleh lembaga peradilan yang putusannya mempunyai 

kekuatan hukum tetap. Salah satu gugatan mengenai kepemilikan tanah adalah 

sengketa sertipikat ganda atau sertipikat tumpang tindih di Kota Semarang, yang 

diselesaikan melalui jalur litigasi (pengadilan) dan telah menghasilkan keputusan 

yang berkekuatan hukum tetap serta dilaksanakan eksekusi. Objek perkara adalah  

sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Tambakaji, Kecamatan Ngaliyan, Kota 

Semarang. Tanah tersebut milik Almarhum Sumidjan Tjokro dan sudah terbit 

sertipikat hak atas tanah yakni Sertipikat Hak Milik Nomor 56 (SHM No.56). 

Tanah tersebut ternyata telah beralih kepada pihak lain melalui jual beli secara 

lisan, tanpa sepengetahuan dan seijin seluruh ahli waris Sumidjan Tjokro. 

Kemudian atas tanah tersebut diterbitkan sertipikat hak atas tanah lainnya yakni 

Sertipikat Hak Milik Nomor 768 (SHM No.768) a.n. Tukiyo. 

Putusan Mahkamah Agung Nomor 3001 K/Pdt/2010 merupakan 

putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Putusan tersebut memutus 

perkara perdata antara H. Asmuin dan H. Abdul Jamil (Penggugat) melawan 

Sopiah,dkk (Para Tergugat). Putusan Mahkamah Agung Nomor 3001 K/Pdt/2010 

pada intinya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 

                                                           
8 Wawancara dengan Ibu Eni Setyo Susilawati, Kepala Sub Seksi Sengketa dan Konflik 

Kantor Pertanahan Kota Semarang tanggal 18 Mei 2015 
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86/Pdt.G/2008/PN Smg dan putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 

234/Pdt/2009/PT Smg. Salah satu amar putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 

86/Pdt.G/2008/PN Smg pada intinya menyatakan SHM No. 768 An. Tukiyo dan 

dibalik nama menjadi Moestaimah tidak mempunyai kekuatan hukum.  

Pasal 55 PP No. 24 Tahun 1997 mengatur bahwa setelah ada 

pemberitahuan resmi dari pengadilan atau ada permintaan pihak yang 

berkepentingan berdasarkan salinan resmi putusan/penetapan pengadilan yang telah 

memperoleh kekuatan hukum tetap yang mengakibatkan terjadinya perubahan data 

mengenai bidang tanah yang sudah didaftar, maka Kepala Kantor Pertanahan 

mencatat perubahan data tersebut dalam buku tanah yang bersangkutan dan sedapat 

mungkin dalam sertipikatnya dan daftar-daftar lainnya.  

Perubahan data pendaftaran tanah sebagaimana dimaksud di atas termasuk 

dalam kegiatan pemeliharaan data pendaftaran tanah. Pemeliharaan data 

pendaftaran tanah dilakukan, agar informasi yang ada dalam buku tanah dan daftar-

daftar lainnya yang ada di kantor pertanahan sesuai dengan keadaan dan fakta 

hukum yang ada di lapangan sehingga salah satu asas pendaftaran tanah9 yaitu 

                                                           
9 Lihat dalam Penjelasan Pasal 2 PP No. 24 Tahun 1997. Asas-asas pendaftaran tanah 

tersebut dijelaskan sebagai berikut: 
a. Asas sederhana, dimaksudkan agar ketentuan-ketentuan pokok maupun prosedurnya dengan 

mudah dapat dipahami oleh pihak-pihak yang berkepentingan, terutama para pemegang hak atas 
tanah. 

b. Asas aman, dimaksudkan untuk menunjukan bahwa pendaftaran tanah perlu diselenggarakan 
secara teliti dan cermat sehingga hasilnya dapat memberikan jaminan kepastian hukum sesuai 
tujuan pendaftaran tanah itu sendiri. 

c. Asas terjangkau, dimaksudkan untuk keterjangkauan bagi pihak-pihak yang memerlukan, 
khususnya dengan memperhatikan kebutuhan dan kemampuan golongan ekonomi lemah. 

d. Asas muktahir, dimaksudkan sebagai kelengkapan yang memadai dalam pelaksanaannya dan 
berkesinambungan dalam pemeliharaan datanya. Data yang tersedia harus menunjukkan 
keadaan yang mutakhir. Untuk itu perlu diikuti kewajiban mendaftar dan pencatatan perubahan-
perubahan yang terjadi pada kemudian hari sehingga data yang tersimpan di kantor pertanahan 
selalu sesuai dengan keadaan nyata di lapangan. 
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muktahir dan terbuka dapat terwujud dan akhirnya dapat memenuhi tujuan 

pendaftaran tanah sebagaimana yang termuat dalam Pasal 3 PP No. 24 Tahun 1997 

yakni adanya jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum, penyediaan 

informasi serta tertib administrasi.  

Putusan Mahkamah Agung Nomor 3001 K/Pdt/2010 berimplikasi 

terhadap pelaksanaan tindakan administrasi yang dilakukan oleh Kantor 

Pertanahan Kota Semarang, yakni putusan tersebut menjadi dasar untuk 

penerbitan SK Pembatalan SHM No. 768 oleh Kepala Kantor Wilayah BPN 

Provinsi Jawa Tengah, yang kemudian ditindaklanjuti dengan kegiatan 

pemeliharaan data pendaftaran tanah oleh Kantor Pertanahan Kota Semarang. 

Tidak dilakukannya pencatatan batalnya Hak Milik No. 768 dalam buku tanah 

dan daftar-daftar umum lainnya, mengakibatkan tidak terpenuhinya asas 

muktahir dan tujuan pendaftaran tanah. 

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik untuk membahas dan 

menganalisis permasalahan tersebut melalui tulisan yang berjudul  

“Implikasi Penyelesaian Sengketa Sertipikat Ganda Melalui Lembaga 

Peradilan Terhadap Kegiatan Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah Di 

Kantor Pertanahan Kota Semarang (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung 

Nomor 3001 K/Pdt/2010).” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti merumuskan 

masalah dalam 2 (dua) pertanyaan penelitian yaitu: 
                                                                                                                                                               
e. Asas terbuka, dimaksudkan untuk memberi informasi kepada masyarakat agar dapat 

memperoleh keterangan mengenai data pertanahan yang benar setiap saat. 
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1. Faktor-faktor apa yang menjadi penyebab terjadinya tumpang tindih SHM No. 

56 dan SHM No.768? 

2. Bagaimana implikasi putusan MA No. 3001 K/Pdt/2010 terhadap pelaksanaan 

tindakan administrasi yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kota Semarang? 

C. Batasan Masalah 

Penelitian mengenai implikasi penyelesaian sengketa sertipikat ganda 

melalui lembaga peradilan terhadap pelaksanaan tindakan administrasi yang 

dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kota Semarang ini hanya mengkaji berdasarkan 

Putusan Mahkamah Agung Nomor 3001 K/Pdt/2010. 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian  

1. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk: 

a. mengetahui penyebab terjadinya tumpang tindih SHM No. 56 dan SHM No. 

768; 

b. mengetahui implikasi putusan Mahkamah Agung Nomor 3001 K/Pdt/2010 

terhadap pelaksanaan tindakan administrasi yang dilakukan oleh Kantor 

Pertanahan Kota Semarang.  

2. Kegunaan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara 

akademis maupun praktis yaitu: 

a. manfaat teoritis yaitu menambah wawasan dan pengetahuan yang berkaitan 

dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan tindakan 

administrasi pertanahan pasca putusan tersebut. 

b. manfaat praktis yaitu menjadi bahan masukkan bagi BPN RI, khususnya 

kantor pertanahan dalam menentukan kebijakan mengenai penyelesaian 
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kasus-kasus pertanahan melalui lembaga peradilan dan tindakan administrasi 

pertanahan pasca putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. 

E. Kebaruan Penelitian (Novelty) 

Berdasarkan hasil penelusuran yang telah dilakukan terhadap karya ilmiah 

yang berkaitan dengan tulisan ini baik di perpustakaan Sekolah Tinggi Pertanahan 

Nasional maupun melalui media internet, sejauh yang diketahui penulis terdapat 

beberapa karya tulis yang dapat dilihat pada tabel berikut. 

No. a. Nama Peneliti 
b. Tahun Penelitian 
c. Judul Penelitian 
d. Lokasi Penelitian 

a. Tujuan Penelitian 
b. Hasil Penelitian 

1 2 3 
1. a. Andi Irfansyah Wahab 

b. 2002 (Skripsi, STPN) 
c. Studi Tentang Terjadinya Sertipikat 

Ganda Di Kota Makassar Provinsi 
Sulawesi Selatan 

d. Kota Makassar, Provinsi Sulawesi 
Selatan 
 

a. Mengetahui penyebab terjadinya sertipikat ganda dan 
cara penyelesaian kasus sertipikat ganda 

b. Penyebab sertipikat ganda adalah kurang tertibnya 
administrasi pertanahan, belum lengkapnya sarana 
peta, penunjukan batas yang tidak benar, adanya 
upaya penyimpangan hukum oleh pemohon dan 
aparat dan penyelesaiannya melalui musyawarah dan 
melalui lembaga peradilan umum dan TUN. 
 

2. a. Sudarwanto  
b. 2008 (Skripsi, STPN) 
c. Studi tentang Sertipikat Ganda di 

Kantor Pertanahan Kabupaten 
Bojonegoro Provinsi Jawa Timur. 

d. Desa Tanggungan, Desa 
Ngringinrejo dan Desa Pacul, 
Kabupaten Bojonegoro, Provinsi 
Jawa Timur 

a. Mengetahui penyebab terjadinya sertipikat ganda dan 
cara penyelesaian kasus sertipikat ganda di Kabupaten 
Bojonegoro Propinsi Jawa Timur. 

b. Penyebab sertipikat ganda ada 2 faktor yaitu: Faktor 
eksternal (manipulasi data dari aparat desa, pemilik 
sertipikat menelantarkan tanah, rendahnya kesadaran 
asas contradictoir delimitatie) dan faktor internal 
(tidak memetakan bidang tanah pada peta pendaftaran, 
petugas ukur mengabaikan asas contradiktoir 
delimitatie). Penyelesaian sertipikat ganda dilakukan 
melalui pengadilan dan  musyawarah. 

3. a. Dwi Nike Agriani  
b. 2011 (Skripsi, STPN) 
c. Studi Kasus Sertipikat Ganda di 

Kota Pekanbaru Provinsi Riau 
d. Kota Pekanbaru, Provinsi Riau 

 

a. Mengetahui penyebab terjadinya sertipikat ganda di 
Kota Pekanbaru Provinsi Riau,  implikasi hukum 
terjadinya sertipikat ganda di Kota Pekanbaru Provinsi 
Riau, dan  upaya Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru 
mencegah dan menyelesaikan kasus sertipikat ganda 
di Kota Pekanbaru Provinsi Riau. 

b. Mengetahui penyebab terjadinya sertipikat ganda di 
Kota Pekanbaru Provinsi Riau,  implikasi hukum 
terjadinya sertipikat ganda di Kota Pekanbaru Provinsi 
Riau, dan  upaya Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru 
mencegah dan menyelesaikan kasus sertipikat ganda 
di Kota Pekanbaru Provinsi Riau. Terdapat faktor  

Tabel 1. Keaslian Penelitian 
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1 2 3 
  utama dan faktor pendukung yang menjadi penyebab 

terjaddinya sertipikat ganda di Kota Pekanbaru. Faktor 
utama yakni tidak dipetakannya bidang tanah pada 
satu peta  pendaftaran dalam sistem tunggal 
sedangkan faktor pendukung terdiri dari itikad tidak 
baik dari pemohon, human error pegawai, pemilik 
tanah tidak aktif memelihara tanda batas bidang tanah, 
pengukuran batas bidang tanah tidak memenuhi asas 
contradictoir delimitatie, pemecahan kelurahan/desa 
akibat pemekaran wilayah kecamatan dan 
desa/kelurahan tidak memiliki salinan peta bidang 
tanah atau peta pendaftaran. Sertipikat ganda dapat 
berimplikasi yuridis baik secara perdata, pidana  
maupun tata usaha negara. Upaya pencegahan 
sertipikat ganda dengan proses pembuatan 
petapendaftaran sistem tunggal dengan Index Graphis 
Mapping (GIM), pembinaan pegawai, dan sosialisasi 
Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2010 tentang 
Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar. 
Upaya penyelesaian di luar lembaga peradilan melalui 
mediasi dan penyelesaian melalui lembaga peradilan 
umum dan peradilan tata usaha negara. 
 

4. a. Yuli Iswatun  
b. 2014 (Skripsi, STPN) 
c. Kajian Yuridis Tumpang Tindih 

Sertipikat Hat Atas Tanah Di Desa 
Guwosari, Kecamatan Pajangan, 
Kabupaten Bantul  

d. Desa Guwosari, Kecamatan 
Pajangan, Kabupaten Bantul, 
Provinsi Daerah Istimewa 
Yogyakarta 

 

a. Mengetahui  faktor penyebab terjadinya tumpang 
tindih sertipikat hak atas tanah di Desa Guwosari, 
Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul serta 
penyelesaian kasus tumpang tindih sertipikat hak atas 
tanah yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan 
Kabupaten Bantul. 

b. Penyebab terjadi tumpang tindih yaitu petugas 
pemetaan kurang profesional,tidak melakukan 
plotting pada peta pendaftaran dan penerapan asas 
contradictoir delimitatie hanya bersifat formalitas; 
kurang tertibnya aparat desa dalam 
mengadministrasikan data pertanahan dan tidak 
dikuasainya/dipeliharanya tanah milik Achmad 
Yuwono mengakibatkan timbulnya penyerobotan 
tanah oleh Amat Zainuri. Adapun penyelesaian 
tumpang tindih sertipikat hak atas tanah dilakukan 
melalui pembatalan sertipikat hak atas tanah karena 
terdapat cacat hukum administrasi. 
 

5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a. Maria Emaculata Noviana Ira 
Hapsari  

b. 2006 (Tesis, Universitas 
Diponegoro) 

c. Tinjauan Yuridis Putusan 
No.10/TUN/2002/PTUN.SMG 
(Studi Kasus Sertipikat 
Ganda/”Overlapping” di Kelurahan 
Tandang, Kecamatan Tembalang, 
Kota Semarang) 

 
 

a. Mengetahui faktor-faktor yang mengakibatkan 
terjadinya sertipikat ganda/overlapping oleh Kantor 
Pertanahan Kota Semarang dalam perkara No. 
10/TUN/2002/PTUN.SMG dan kesesuaian dasar 
pertimbangan hukum peradilan Tata Usaha Negara 
dalam putusan  perkara No. 
10/TUN/2002/PTUN.SMG tentang sertipikat ganda/ 
overlapping dengan peraturan hukum yang berlaku. 

b. Faktor penyebab diterbitkannya sertipikat 
ganda/overlapping oleh Kantor Pertanahan Kota 
Semarang yaitu karena ketidakcermatan dan 
ketidaktelitian Panitia Ajudikasi dalam memeriksa  

Tabel 1. (sambungan) 
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Berdasarkan hasil penelusuran dan pemeriksaan, terdapat perbedaan antara 

penelitian ini dengan penelitian lain yang telah dilakukan sebelumnya. Penelitian 

Andi Irfansyah Wahab dilakukan di Kota Makasar sedangkan penelitian 

Sudarwanto dilakukan di Kabupaten Bojonegoro. Kedua penelitian ini mengkaji 

faktor penyebab sertipikat ganda dan penyelesaiannya. Penelitian Dwi Nike Agriani 

selain mengkaji faktor penyebab sertipikat ganda juga menambahkan upaya 

pencegahan sertipikat ganda dan implikasi hukum sertipikat ganda yang terjadi di 

Kota Pekanbaru. Penelitian Yuli Uswatun mengkaji faktor penyebab sertipikat 

tumpang tindih di Kabupaten Bantul dan pembatalannya karena cacat administrasi. 

Penelitian Maria Emaculata Noviana Ira Hapsari mengkaji faktor-faktor yang 

1 2 3 
 d. Kelurahan Tandang, Kecamatan 

Tembalang, Kota Semarang, 
Provinsi Jawa Tengah 

dan meneliti data fisik dan data yuridis dalam proses 
pendaftaran sistematik. Pertimbangan hukum hakim 
dalam putusan tersebut sudah sesuai dengan peraturan 
yang berlaku yaitu UUPA dan PP 24/1997 tentang 
Pendaftaran Tanah dan ketentuan  UU No.5/1986 
tentang Peradilan Tata Usaha Negara. 

6. a. Margaretha Dewi Kirana  
b. 2012 (Tesis, Universitas Indonesia) 
c. Sertipikat Ganda: Tinjauan Yuridis 
    Terhadap Putusan Mahkamah Agung 

Indonesia Nomor 156/K/TUN/2005 
d. Kota Makassar, Provinsi Sulawesi 

Selatan 
 

a. Mengetahui penyebab timbulnya sertipikat ganda, 
kedudukan hukum terhadap adanya 2 (dua) sertipikat 
ganda pada tanah yang sama dan penyelesaiannya. 

b. Penyebab timbulnya sertipikat ganda dalam kasus ini 
antara lain karena adanya unsur kesalahan dalam  
penunjukan letak dan batas tanah yang salah, 
sertipikat tidak dipetakan di dalam peta pendaftaran 
tanah/peta situasi,serta ketidaktelitian, kesengajaan 
dan unsur kesalahan administrasi yang dilakukan oleh 
Kantor Pertanahan Kota Makassar. Akibat sertipikat 
ganda yakni salah satu sertipikat mempunyai cacat 
hukum administratif dan kekuatan hukum sertipikat 
akan hilang. Penyelesaian terhadap sertipikat ganda 
dalam kasus ini dapat dilakukan dengan jalan 
musyawarah, penyelesaian secara sepihak oleh Kantor 
Pertanahan dengan meninjau ulang atas terbitnya 
sertipikat ganda yang telah dikeluarkan yang 
disebabkan kesalahan administrasi dan kesalahan 
penunjukan letak tanah serta batas.Hasil peninjauan 
tersebut dapat ditindaklanjuti dengan melakukan 
pembatalan sertipikat yang sejatinya dapat diputuskan 
oleh Badan Pertanahan Nasional, dan penyelesaian 
melalui jalur peradilan umum.  
 

Tabel 1. (sambungan) 
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mengakibatkan terjadinya sertipikat ganda/overlapping oleh Kantor Pertanahan 

Kota Semarang dalam perkara No. 10/TUN/2002/PTUN Smg dan kesesuaian dasar 

pertimbangan hukum peradilan Tata Usaha Negara dalam  putusan  perkara No. 

10/TUN/2002/PTUN Smg dengan peraturan hukum yang berlaku. Penelitian 

Margaretha Dewi Kirana mengkaji penyebab timbulnya sertipikat ganda, 

kedudukan hukum sertipikat ganda dan penyelesaian sengketa tersebut. Kajian 

penelitian Maria Emaculata Noviana Ira Hapsari dan Margaretha Dewi Kirana 

berdasarkan putusan peradilan Tata Usaha Negara.  

Penelitian yang dilakukan oleh Peneliti lebih difokuskan pada satu kasus 

pertanahan. Peneliti mengkaji faktor-faktor penyebab terjadinya sertipikat tumpang 

tindih di Kelurahan Tambakaji, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang yakni SHM 

No. 56 dan SHM No. 768. Berbeda dengan beberapa penelitian sebelumnya yang 

meneliti penyebab dan penyelesaian kasus sertipikat ganda menganalisis beberapa 

kasus baik yang terjadi di satu tempat maupun di tempat yang berlainan. Peneliti 

juga mengkaji pelaksanaan tindakan administrasi pertanahan yakni pembatalan 

SHM No. 768 dan pemeliharaan data pendaftaran tanah karena melaksanakan 

putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Putusan hakim yang 

digunakan sebagai dasar pelaksanaan tindakan administrasi pertanahan merupakan 

putusan pengadilan perdata.  
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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan  

1. Faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya tumpang tindih SHM No. 56 

dan SHM No.768 yaitu: 

a. Itikad tidak baik penjual yakni Almarhum Muhtarom, yang menjual tanah 

yang bukan miliknya kepada orang lain dan tidak diserahkannya sertipikat 

pada saat jual beli dilakukan; 

b. data pertanahan di desa/kelurahan yang tidak muktahir sehingga diterbitkan 

C Desa baru yakni C No. 1021 a.n. Tukiyo; 

c.  tidak tersedianya peta pendaftaran pada waktu diterbitkannya SHM No. 56 

dan SHM No.768 karena Kelurahan Tambakaji pada saat itu merupakan 

desa tidak lengkap sehingga masih menggunakan peta situasi desa. 

2. Implikasi putusan MA No. 3001 K/Pdt/2010 terhadap pelaksanaan tindakan 

administrasi yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kota Semarang adalah 

dengan dinyatakannya SHM No. 768 tidak mempunyai kekuatan hukum maka 

pihak yang memenangkan perkara (Penggugat) mengajukan permohonan 

pembatalan sertipikat. Berdasarkan permohonan tersebut, Kepala Kantor 

Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah kemudian menerbitkan SK Pembatalan 

SHM No. 768 untuk kemudian dicatatkan dalam buku tanah dan daftar-daftar 

lainnya di kantor pertanahan. Kegiatan pencatatan tersebut termasuk dalam 

kegiatan pemeliharaan data pendaftaran tanah. Namun, kegiatan pemeliharaan 

data pendaftaran tanah tidak dilakukan oleh Kantor Pertanahan  Kota Semarang 
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karena belum ada permohonan pendaftaran dari pihak yang memohon 

pembatalan SHM No. 768 (H. Asmuin, dkk). Tidak dilakukannya pencatatan 

batalnya Hak Milik No. 768 dalam buku tanah dan daftar-daftar umum lainnya, 

mengakibatkan tidak terpenuhinya asas muktahir dalam pendaftaran tanah 

karena data yang ada di Buku Tanah Hak Milik No. 768/Karanganyar dan 

daftar-daftar umum lainnya tidak sesuai dengan fakta hukum dan keadaan yang 

ada di lapangan dan tidak tercapainya tujuan pendaftaran tanah itu sendiri.  

B. Saran 

Sengketa sertpikat ganda atau tumpang tindih antara SHM No. 

56/Karanganyar dan SHM No. 768/Karanganyar telah selesai sebagaimana Putusan 

MA No. 3001 K/Pdt/2010 yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Akan tetapi, 

kegiatan pemeliharaan data belum dapat dilakukan. Saran yang dapat diberikan 

Peneliti kepada beberapa pihak terkait dengan sertipikat ganda dan tindakan 

administrasi pasca putusan pengadilan antara lain: 

1. Kepada Pihak Penggugat agar segera mengajukan permohonan pendaftaran SK 

Pembatalan ke Kantor Pertanahan Kota Semarang. 

2. Kepada Kantor Pertanahan Kota Semarang 

a. Hendaknya warkah dan peta pendaftaran yang ada di kantor pertanahan 

dilakukan pemeliharaan data/up dating secara berkesinambungan. Misalnya 

bagi sertipikat hak atas tanah yang terbit sebelum PP No. 24 tahun 1997 

sebaiknya dilakukan pengukuran ulang agar dapat dipetakan pada peta 

pendaftaran terlebih dengan adanya KKPWeb sehingga peta dapat 
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disajikan secara digital. Pemeliharaan data yuridis dan data fisik dilakukan 

sehingga dapat mengurangi potensi sengketa di kemudian hari. 

b. Mengintensifkan pelaksanaan Pasal 190 PMNA/KBPN No. 3 Tahun 1997 

Tahun 1997 yakni penyerahan salinan peta pendaftaran yang memuat 

bidang-bidang tanah yang telah terdaftar dari Kantor Pertanahan Kota 

Semarang ke kantor kelurahan bersangkutan secara berkala. 

c. Kantor Pertanahan Kota Semarang hendaknya segera mencatatkan  

batalnya Hak Milik Nomor 768 berdasarkan SK Kepala Kantor Wilayah 

BPN Provinsi Jawa Tengah Nomor 08/Pbt/BPN.33/2014 dan Putusan 

Pengadilan Negeri Semarang Nomor 86/Pdt.G/2008/PN.Smg jo.Pengadilan 

Tinggi Semarang Nomor 234/Pdt/2010/PT.Smg jo Mahkamah Agung 

Republik Indonesia Nomor 3001 K/Pdt/2010 pada buku tanah dan daftar-

daftar umum lainnya. 

3. Kepada Pihak Pengadilan dan BPN RI  

a. Perlunya peningkatan koordinasi antara BPN RI dan Pengadilan terkait 

penyampaian penetapan dan putusan pengadilan yang mengakibatkan 

perubahan data pendaftaran tanah sesuai Pasal 55 PP No. 24 Tahun 1997.  

Penetapan dan putusan pengadilan agar segera disampaikan BPN dan 

kemudian ditindaklanjuti oleh BPN dengan melakukan pencatatan pada 

warkah/buku tanah baik yang sudah in kracht maupun yang belum, demi 

mengantisipasi timbulnya sengketa baru yang diakibatkan karena terjadinya 

perbuatan hukum di atas objek tanah, yang prosesnya sedang dan/atau telah 

selesai berperkara. 
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b. Perlunya suatu peraturan yang mengatur mekanisme dan pembiayaan untuk 

menindaklanjuti Pasal 55 PP No. 24 Tahun 1997, terkait kewajiban panitera 

pengadilan untuk menyampaikan penetapan dan putusan pengadilan yang 

menyangkut perubahan data pada pendaftaran tanah yang ditaati oleh 

semua pihak karena selama ini dalam kenyataannya belum dapat 

dijalankan.  

c. Apabila terjadi perkara terkait bidang tanah yang bersertipikat dan pihak 

BPN tidak sebagai pihak yang berperkara, sebaiknya pihak Pengadilan agar 

melibatkan BPN baik dengan permintaan saksi ahli  maupun menyurati 

BPN untuk memperjelas status tanah (meminta petunjuk/informasi atas 

yang diajukan sebagi objek perkara) sehingga BPN mengetahui terjadi 

sengketa atas suatu bidang tanah. 
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